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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 
4.1.1  Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat 
itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus 
berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara sungai siak. 
Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara 
Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda 
diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap 
beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di 
Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 
Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi 
tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan 
dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. 
Dengan Kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat 
penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke 
pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang 
seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus 
berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam 
lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak 
yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik 
dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. 
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Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute 
Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah 
yang srategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 
Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. 
Semenjak Sultan Abduk Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 
membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak 
disekita lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat 
pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang 
dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang 
bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar 
bergeser disekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 
Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 
Rajab hari selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya yang 
kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh 
Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasa Senapelan diserahkan 
kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima 
Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki 
wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut 
bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada 
sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. 
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Visi Kota Pekanbaru  
“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani” 
Misi Kota Pekanbaru  
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 
kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu 
bersaing di tingkat local, nasional maupun internasional. 
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
peningkatan kemampuan / keterampilan tenaga kerja, pembangunan 
kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera. 
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermatabat dan 
bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman 
dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan yang satu dengan yang 
lainnya serta hidup dalam rukun dan damai. 
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, 
energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan 
daerah terutama infrastruktur pada kawasan industry, parawisata serta 
daerah pinggiran kota. 
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan 
pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan. 
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 
meningkatkan investasi bidang industry, perdagangan, jasa dan 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang 
memadai dan iklim usaha yang kondusif. 
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4.1.2  Keadaan Geografis Kota Pekanbaru 
a. Luas dan Letak Wilayah 
Kota Pekanbaru terletak antara 101’14’-101’34’ bujur dan 
0’25’-0’45’ lintang utara. Dengan ketinggian dari pemukiman laut 
berkisar antara 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan 
bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 
September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² 
menjadi 446, 50 km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. 
Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Tingkat 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 
adalah 632,26 km². 
b. Batas Wilayah 
Kota Pekanbaru berbatasan dengan: 
1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 
Kampar; 
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan 
Kabupaten Pelalawan; 
3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar; 
4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 
Pelalawan. 
  
  
 
55 
c. Jarak Ibukota 
Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang 
mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lainnya sebagai Ibukota 
Provinsi ialah sebagai berikut: 
1) Pekanbaru-Taluk Kuantan berjarak 118 km 
2) Pekanbaru-Rengat berjarak 159 km 
3) Pekanbaru Tembilahan berjarak 213,5 km 
4) Pekanbaru-kerinci berjarak 33,5 km 
5) Pekanbaru-Siak berjarak 74,5 km 
6) Pekanbaru-Bangkinang berjarak 51 Km 
7) Pekanbaru- Pasir Pangaraian berjarak 132,5 Km 
8) Pekanbaru-Bengkalis berjarak 128 km 
9) Pekanbaru- Bagan Siapiapi berjarak 192,5 km 
10) Pekanbaru-Dumai berjarak 125 km 
d. Sungai 
Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari 
barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai 
Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, 
Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. 
e. Iklim 
Suhu dan Kelembapan di suatu tempat antara lain ditentukan 
oleh rendahnya tempat tersebut dengan permukaan laut dan jarak dari 
pantai. Suhu udara Kota Pekanbaru termasuk Kota beriklim tropis 
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dengan suhu udara maksimum berkisar 20.2 º celcius hingga 23.3 º 
celcius. Curah hujan antara 38.6-435.0 mm/tahun dengan keadaan 
musim berkisar: 
a) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 
Desember. 
b) Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. 
c) Kelembapan maksimum antara 96%-100%, dan kelembapan 
minimum antara 46%-62%. 
 
4.2  Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kota Pekanbaru 
4.2.1 Visi 
“Kesetaraan Dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City 
Yang Madani” 
4.2.2  Misi 
1. Mewujudkan pengarustamaan gender, pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan; 
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak; 
3. Mewujudkan tatakelola pelayanan organisasi yang berkualitas. 
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4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan 
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4.4 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi 
i. Kepala Dinas  
Tugas 
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 
pemerintahaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
dan tugas pembantuan lainnya. 
Fungsi 
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
a) Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas; 
b) Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak;  
c) Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan 
kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
d) Perumusan penetapan kinerja unit kerja; 
e) Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis 
dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak; 
f) Penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut data dan informasi di 
lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
g) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
58 
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h) Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan 
kerja dinas secara berkala; 
i) Perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
j) Pelaksanaan penilaian hasil prestasi kerja bawahan; 
k) Pengelolaan keuangan dinas; 
l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
ii. Sekretaris 
Tugas 
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 
merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Fungsi 
Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
b) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 
pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 
pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 
penyusunan program; 
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d) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 
dinas, upacara serta keprotokolan;  
e) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 
evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;  
f) Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban 
dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 
perlengkapan gedung kantor; 
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
iii. Kepala Sub Bagian Umum  
Tugas  
Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, 
menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian 
Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Fungsi 
Sub   Bagian   Umum   dalam   melaksanakan   tugas 
menyelenggarakan  
Fungsi : 
a) Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah 
tangga serta kearsipan; 
b) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan 
perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan 
informasi Sub Bagian Umum; 
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c) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 
sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat; 
d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 
upacara-upacara dan rapat-rapat dinas; 
e) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;  
f) Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 
penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang 
milik daerah; 
g) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 
sarana dan prasarana; 
h) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa; 
i) Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah 
(BMD); 
j) Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, 
kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 
pengamanan di lingkungan dinas; 
k) Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan 
pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta 
pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas; 
l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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iv. Kepala Sub Bagian Keuangan  
Tugas  
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan 
melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Fungsi 
Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta 
perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, 
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program 
pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja; 
c) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan 
pelaporan; 
d) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan 
petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program; 
e) Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan 
masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya; 
f) Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan 
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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g) Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan; 
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
v. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender 
Tugas  
Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender. 
Fungsi 
Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum 
dan kualitas keluarga; 
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; 
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum 
dan kualitas keluarga; 
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d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; 
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; 
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum 
dan kualitas keluarga; 
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; 
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, 
politik, hukum dan kualitas keluarga; 
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di 
bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; 
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, 
politik, hukum dan kualitas keluarga; 
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k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 
keluarga; 
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas 
keluarga; 
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, 
politik, hukum dan kualitas keluarga; 
n) Penyiapan kelembagaan Bidang Pengarusutamaan Gender; 
o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan; 
p) Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender 
dan hak anak;   
q) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan 
kualitas keluarga; 
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r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
vi. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Di Bidang Ekonomi 
 Tugas  
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi. 
 Fungsi 
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi; 
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
bidang ekonomi; 
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e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
ekonomi; 
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi; 
g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi; 
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data dan informasi gender di bidang ekonomi; 
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi; 
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; 
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan  
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang ekonomi; 
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 
ekonomi; 
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m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi; 
n) Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi; 
o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di 
bidang ekonomi;  
p) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang ekonomi; 
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
vii. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Di Bidang Kualitas Keluarga 
Tugas  
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas 
keluarga. 
 Fungsi 
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan 
fungsi : 
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a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 
b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
kualitas keluarga; 
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang kualitas keluarga; 
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
kualitas keluarga; 
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 
g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang kualitas keluarga; 
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; 
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i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di 
bidang kualitas keluarga; 
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; 
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan  
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang kualitas keluarga; 
l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang kualitas keluarga; 
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; 
n) Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender 
dan hak anak; 
o) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang kualitas keluarga; 
p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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viii. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 
Perempuan Di Bidang Sosial, Politik Dan Hukum 
Tugas  
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 
politik dan hukum.  
Fungsi 
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 
Bidang Sosial, Politik dan Hukum dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 
b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
sosial, politik dan hukum; 
c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
di bidang sosial, politik dan hukum; 
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e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 
sosial, politik dan hukum; 
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 
g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 
hukum; 
i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di 
bidang sosial, politik dan hukum; 
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 
hukum; 
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan  
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang sosial, politik dan hukum; 
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l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender di bidang sosial, politik dan hukum; 
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 
hukum; 
n) Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, 
politik dan hukum; 
o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di 
bidang sosial, politik dan hukum;  
p) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender di bidang sosial, politik dan hokum; 
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
i. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak 
Tugas  
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
perlindungan perempuan dan anak. 
Fungsi 
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Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan 
tugas  menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
b) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
e) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
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f) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, 
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
h) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 
i) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
j) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
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terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
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p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 
q) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
r) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 
s) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 
anak; 
t) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 
u) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 
v) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
w) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 
x) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak; 
y) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 
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z) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak; 
aa) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 
bb) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
cc) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
dd) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 
ee) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
ff) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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ii. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak 
Tugas  
Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak  dalam 
melaksanakan sub urusan perlindungan khusus terhadap anak. 
Fungsi 
Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak dalam melaksanakan 
tugas menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 
c) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak; 
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
g) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 
h) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak; 
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i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
iii. Kepala Seksi Pencegahan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan 
Korban Kekerasan 
Tugas  
Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 
Kekerasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan 
Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan 
perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. 
Fungsi 
Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban 
Kekerasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 
a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
b) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
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rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
e) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
f) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, 
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
h) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 
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i) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
j) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
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n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 
o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan 
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
iv. Kepala Seksi Informasi Dan Data 
Tugas  
Seksi Informasi dan Data mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub 
urusan informasi dan data. 
Fungsi 
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Seksi Informasi dan Data dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak; 
c) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 
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g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
v. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak 
Tugas  
Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan 
hak anak. 
Fungsi 
Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 
kreativitas dan kegiatan budaya; 
c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
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kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya; 
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
f) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi     dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 
g) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; 
h) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pemenuhan hak anak; 
i) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; 
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j) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pemenuhan hak anak; 
k) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pemenuhan hak anak; 
l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; 
m) Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; 
n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak;  
o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pemenuhan hak anak; 
p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
vi. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi 
Dan Partisipasi 
Tugas  
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan 
Partisipasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemmenuhan Hak 
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Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang hak 
sipil, informasi dan partisipasi. 
 
Fungsi 
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan 
Partisipasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi; 
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang 
hak sipil, informasi dan partisipasi; 
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi; 
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
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h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; 
i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak 
sipil, informasi dan partisipasi; 
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; 
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak 
sipil, informasi dan partisipasi; 
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; 
n) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang hak sipil, 
informasi dan partisipasi; 
  
 
89 
o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi;  
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
vii. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan Dasar Dan 
Kesejahteraan  
Tugas  
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan 
Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan 
Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan. 
 Fungsi 
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan 
Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar 
dan kesejahteraan; 
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
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c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar 
dan kesejahteraan; 
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan; 
i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan; 
k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
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l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan; 
n) Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan 
dasar dan kesejahteraan; 
o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejahteraan;  
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
viii. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif 
Dan Pendidikan 
Tugas  
Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan 
Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak 
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Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan.  
 Fungsi 
Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif dan 
Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan 
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya; 
b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 
c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya; 
d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan 
serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 
e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 
hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 
f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan 
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alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya; 
g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan 
serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 
h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 
i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya; 
j) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,  pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan 
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya; 
k) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya; 
l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
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pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya; 
m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
penerapan kebijakan pengumpulan,  pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 
n) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang pengasuhan 
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya; 
o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan,  pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya; 
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
